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Salam Redaksi

Salam Perbendaharaan!

Setelah berhasil menerbitkan Indonesian Treasury Update (ITUp) Volume
3 nomor 1 sampai dengan nomor 4, kali ini ITUp kembali hadir untuk Volume 3
Nomor 5 Periode September-Oktober 2018. Kami akan terus berupaya untuk
menerbitkan ITUp secara konsisten dengan konten yang bervariasi.

Dalam ITUp edisi kali ini, tulisan yang dimuat berasal dari Direktorat SMI,
Direktorat PA, Direktorat PKN, Direktorat APK, serta kontribusi dari penulis di
FKP yang telah kami seleksi untuk dapat dimuat di ITUp.

Kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca agar ITUp
semakin berkualitas dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat membaca!

Tim Pengelola ITUp

Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Sekretariat:

Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan, dan Kerja Sama Kelembagaan
Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I1], Lantai 4

J1. Budi Utomo No.6 Jakarta (10710)
e-mail: litbang.dsp@gmail.com

website: http://www.djpbn.kemenkeu.go.id
Forum Kajian Perbendaharaan (Intranet): http://10.242.231.177

Versi digital ITUp dapat diakses di
https://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/data-publikasi/publikasi-cetak/indonesian-treasury-
update-itup.html
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Transaksi SBN Outright di Pasar Sekunder sebagai
Instrumen Investasi Treasury Dealing Room

Muhammad Ichsan & Gunanto
Direktorat Pengelolaan Kas Negara

Transformasi pengelolaan kas negara yang aktif secara legal formal telah
dicanangkan sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara. Untuk memberikan landasan operasional bagi pelaksanaan Undang-Undang
tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang
pengelolaan Uang Negara/Daerah.

Landasan hukum tersebut telah memberi dasar yang cukup kuat bagi Pemerintah
untuk melakukan tranformasi pengelolaan kas yang sebelumnya pasif menjadi aktif.
Kewenangan Pemerintah kini tidak sekadar menyimpan, tetapi dapat juga melakukan
penempatan (placement) maupun investasi atas uang negara.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03 Tahun 2010
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah, Direktorat Jenderal
Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dapat melakukan investasi
jangka pendek dalam rangka pengelolaan kas pemerintah. Tujuan investasi ini untuk
mengupayakan biaya yang rendah dalam usaha memenuhi ketersediaan kas pada saat
terjadi dan/atau diperkirakan akan terjadi kekurangan kas, serta optimalisasi kas untuk
memperoleh bunga (remunerasi), imbal hasil maupun capital gain.



Terdapat beberapa instrumen investasi yang dapat dilakukan oleh Direktorat
Pengelolaan Kas Negara, yaitu Penempatan Uang Negara di Bank Sentral, Penempatan
Uang Negara di Bank Umum, Transaksi SBN Outright di Pasar Sekunder, dan Reverse
Repo/Repo SBN. Selain itu Direktorat Pengelolaan Kas Negara juga dapat melakukan
transaksi pembelian/penjualan valuta asing dengan Bank Indonesia.

Gambaran Umum Pengelolaan Kas Negara

Secara garis besar struktur APBN terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
Dalam perjalanan pelaksanaan APBN, akan terjadi arus kas baik yang berasal dari
penerimaan (cash inflow) maupun untuk pengeluaran (cash outflow). Terjadinya
penerimaan dan pengeluaran yang tidak bersamaan akan menimbulkan cash mismatch,
baik surplus maupun defisit. Untuk itu, perlu dilakukan pengelolaan cash mismatch yang
baik agar dapat dilakukan langkah-langkah yang tepat dalam mencari sumber
pembiayaan dengan biaya yang rendah untuk menutup kekurangan kas, atau melakukan
investasi untuk mendapatkan bunga/imbal hasil/capital gain bila terjadi kelebihan kas.
Tugas pengelolaan kas negara baik operasional kas yang terdiri dari uang masuk dan
keluar, maupun optimalisasi kas karena adanya cash mismatch dilakukan oleh
Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

Gambar 1. Gambaran Umum Pengelolaan Kas Negara
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Secara garis besar dalam pengelolaan kas negara, Direktorat Pengelolaan Kas
Negara mempunyai 2 (dua) tugas utama, yaitu Operasional Kas dan Optimalisasi Kas.
Operasional kas mencakup pengelolaan uang masuk baik yang berasal dari perpajakan,
PNBP, utang maupun PHLN, serta uang keluar untuk belanja Pemerintah maupun dalam
rangka pembiayaan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa dalam pengelolaan
arus kas masuk maupun keluar dapat menimbulkan cash mismatch, sehingga perlu
dilakukan pengelolaan dengan baik dalam rangka optimalisasi kas. Dalam tugas
optimalisasi kas, Direktorat Pengelolaan Kas Negara antara lain melakukan
perencanaan kas, manajemen likuiditas dan investasi.




Gambar 2. Tugas Direktorat Pengelolaan Kas Negara
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Dalam rangka pengelolaan kas negara yang aktif, pada kurun waktu 2013-2014
dibangunlah Treasury Dealing Room (TDR) di Direktorat Pengelolaan Kas Negara
sebagai “tools” optimalisasi pengelolaan kas dan diarahkan pada efisiensi pengelolaan
kas dengan mengedepankan prinsip “meminimumkan biaya” bila terjadi kekurangan
kas (cash deficit) dan “mengoptimalkan manfaat” atau pemanfaatan kelebihan kas (idle
cash). Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa terdapat beberapa instrumen
investasi yang dapat dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara, yaitu
Penempatan Uang Negara di Bank Sentral, Penempatan Uang Negara di Bank Umum,
Transaksi SBN Outright di Pasar Sekunder dan Reverse Repo/Repo SBN. Pelaksanaan
transaksi atas investasi tersebut dilakukan melalui TDR.

Instrumen investasi yang dapat dilaksanakan melalui TDR telah dikoordinasikan
dengan Bank Indonesia (BI) baik yang tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri
Keuangan dan Gubernur BI, maupun Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal
Perbendaharaan dan Deputi Gubernur Bl. Pengembangan instrumen investasi dimaksud
juga merupakan bagian dari pelaksanaan Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan
nomor 11 tentang “Pengelolaan Likuiditas Keuangan Negara dengan Instrumen
Keuangan Modern”.

Pada saat ini, transaksi investasi yang telah berjalan adalah penempatan Uang
Negara di Bank Sentral sejak tahun 2009, penempatan Uang Negara di Bank Umum sejak
tahun 2016, dan transaksi valas secara aktif dengan BI. Transaksi SBN Outright di pasar
sekunder telah dilakukan yang ditandai dengan pelaksanaan transaksi perdana pada
tanggal 15 Agustus 2018. Sementara itu, transaksi Reverse Repo/Repo SBN saat ini dalam



proses penyelesaian administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan transaksi
tersebut.

Transaksi SBN Outright di Pasar Sekunder

Surat Berharga Negara (SBN) adalah Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga
Syariah Negara (SBSN). SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang
dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan
pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. SBSN atau
dapat juga disebut Sukuk Negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh
pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. SBN khususnya SUN dapat
digunakan sebagai instrumen investasi yang relatif bebas risiko gagal bayar dan
memberikan peluang bagi investor dan pelaku pasar untuk melakukan diversifikasi
portofolionya guna memperkecil risiko investasi. Selain memperoleh kupon/imbal hasil,
investor SUN memiliki potensial capital gain (selisih lebih besarnya harga jual obligasi
dibandingkan harga belinya) dalam transaksi perdagangan di pasar sekunder.

Dalam rangka pengelolaan kelebihan/kekurangan kas Pemerintah, TDR Direktorat
Pengelolaan Kas Negara dapat melakukan transaksi SBN outright di pasar sekunder. Hal
ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03 Tahun 2010 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah. Lebih lanjut, tata cara transaksi
SBN di pasar sekunder dalam rangka pengelolaan kelebihan/kekurangan kas
Pemerintah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
24/PB/2017.

Transaksi SBN dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan mekanisme lelang, yang
terdiri atas lelang SBN melalui BI atau lelang SBN melalui TDR Direktorat Pengelolaan
Kas Negara. Counterparty transaksi SBN dengan mekanisme lelang melalui BI adalah
seluruh peserta BI-ETP aktif yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam
ketentuan BI. Sementara itu, counterparty transaksi SBN dengan mekanisme lelang
melalui TDR adalah seluruh bank umum dan perusahaan efek yang ditunjuk Menteri
Keuangan sebagai Dealer Utama untuk transaksi SUN atau seluruh bank umum dan
perusahaan efek yang ditunjuk Menteri Keuangan sebagai peserta lelang untuk
transaksi SBSN di pasar perdana, serta instansi kerja lain yang mendapat persetujuan
dari Direktur Pengelolaan Kas Negara sebagai counterparty.

Dalam rangka pelaksanaan transaksi SBN, Direktorat Pengelolaan Kas Negara
menyusun strategi portofolio investasi serta melakukan analisis valuasi dan risiko harga
SBN. Penyusunan strategi dan analisis tersebut dapat dikoordinasikan dengan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mengenai keadaan pasar SBN.
Disamping itu, Direktorat Pengelolaan Kas Negara juga harus menyusun perencanaan
kas dan melakukan analisis transaksi SBN yang memuat kondisi dan proyeksi pasar SBN,
pergerakan harga atau yield SBN dan seri-seri SBN yang direkomendasikan untuk
ditransaksikan.

Mekanisme atas transaksi SBN outright terdiri atas beberapa tahapan yang secara

ringkas adalah sebagai berikut:

e Lelang melalui BI



https://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesia
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1. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan permintaan pengumuman
rencana transaksi SBN kepada BI.

2. Bl melakukan pengecekan kelonggaran tarik untuk rencana pembelian SBN, atau
ketersediaan SBN untuk rencana penjualan SBN.

3. Bl mengumumkan rencana transaksi SBN kepada couterparty.

4. Counterparty mengajukan penawaran transaksi SBN selama window time
berlangsung.

5. Direktorat PKN memantau perkembangan pengajuan penawaran transaksi SBN
dari counterparty melalui BI-ETP secara realtime online.

6. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerima data penawaran transaksi SBN dari
BI setelah window time ditutup, untuk selanjutnya akan ditetapkan pemenang
oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan kemudian disampaikan kepada BI.

7. Bl mengumumkan pemenang transaksi SBN secara individual dan secara
keseluruhan melalui BI-ETP dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh BI.

8. Setelmen pembelian/penjualan SBN dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah
transaksi SBN dilaksanakan (T+2).

e Lelang melalui TDR Direktorat Pengelolaan Kas Negara

1. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menyampaikan pengumuman rencana
transaksi SBN kepada counterparty melalui Bloomberg Chat, surat elektronik
dan/atau sarana lain, paling cepat 1 (satu) jam sebelum pembukaan window time.

2. Counterparty mengajukan penawaran transaksi SBN atas nama sendiri dan/atau
atas nama pihak lain selama window time.

3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menetapkan hasil transaksi SBN.

4. Direktorat Pengelolaan Kas Negara mengumumkan hasil transaksi SBN secara
individual dan secara keseluruhan melalui Bloomberg Chat atau sarana tercepat.

5. Setelmen pembelian/penjualan SBN dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah
transaksi SBN dilaksanakan (T+2).

Seluruh transaksi SBN akan dilakukan proses akuntansi dan pelaporan oleh
Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Selisih antara harga perolehan SBN dengan harga
jual dibukukan setiap terjadi transaksi. Selisih tersebut merupakan selisih harga yang
terealisasi dan dicatat dengan akun pendapatan atau belanja. Pencatatan pendapatan
dan belanja dimaksud hanya untuk keperluan pencatatan dan tidak memerlukan
pengalokasian anggaran pada DIPA.

TDR Direktorat Pengelolaan Kas Negara telah melakukan transaksi perdana
pembelian SBN outright di pasar sekunder pada tanggal 15 Agustus 2018. Transaksi SBN
tersebut menggunakan platform lelang Bloomberg AUPD, dimana peserta lelang adalah
seluruh Dealer Utama SBN sebanyak 16 Bank Umum ditambah 4 Perusahaan Sekuritas.
Dengan pelaksanaan transaksi SBN outright di pasar sekunder tersebut, target
selanjutnya adalah pelaksanaan transaksi Reverse Repo/Repo SBN yang saat ini masih
dalam proses penyelesaian administrasi yang diperlukan. Dengan banyaknya pilihan
instrumen investasi, ke depan diharapkan pengelolaan kas negara dapat dilakukan
menjadi lebih baik lagi, demi tercapainya visi Direktorat Pengelolaan Kas Negara yaitu
“Menjadi Pengelola Kas Negara yang Profesional, Modern dan Akuntabel”.



Kredit Ultra Mikro

Penyempurnaan Program Pembiayaan UMi Melalui
Permenkeu Nomor 95 Tahun 2018

Amela Erliana Christine
Direktorat Sistem Manajemen Investasi

Pembiayaan Ultra Mikro merupakan program dana bergulir Pemerintah yang
bertujuan untuk memberikan akses kepada usaha mikro. Program ini dilaksanakan oleh
BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) selaku koordinator dana yang melaksanakan
kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada usaha mikro melalui kerja
sama dengan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Pada tahun 2017, Kementerian Keuangan meluncurkan program Pembiayaan Ultra
Mikro (UMi) untuk menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi
pelaku usaha mikro. Sesuai dengan amanat pasal 26 Permenkeu nomor
22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro, BLU PIP melaksanakan uji coba
implementasi program Pembiayaan UMi. Uji coba tersebut bertujuan untuk menguji
efektivitas program Pembiayaan UMi dalam memberikan akses pembiayaan bagi usaha
mikro serta mengidentifikasi hambatan yang mungkin terjadi.

BLU PIP telah melaksanakan uji coba program Pembiayaan UMi pada bulan
Agustus s.d. Desember 2017 melalui kerja sama dengan 3 (tiga) Lembaga Keuangan
Bukan Bank (LKBB) yaitu PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani, dan PT
Bahana Artha Ventura. Dalam kurun waktu +5 bulan, Pembiayaan UMi telah disalurkan
kepada 307.032 usaha mikro dengan total penyaluran sebesar Rp753.2 Miliar?.

Untuk mengevaluasi pelaksanaan uji coba, BLU PIP bekerja sama dengan UKM
Center - Universitas Indonesia. Hasil tinjauan akademis oleh tim UKM Center?

! Berdasarkan data penyaluran per 31 Desember 2017 yang diunduh dari SIKP UMi
2 UKM Center FEB-UI. 2017. Laporan Rangkaian FGD Pelaksanaan Uji Dampak Pembiayaan
Ultra Mikro 2017 Pusat Investasi Pemerintah.




menunjukkan bahwa skema Pembiayaan UMi mampu memberikan akses pembiayaan
kepada usaha mikro dan dapat diterapkan dalam program pemberdayaan UMKM,
namun diperlukan beberapa simplifikasi proses bisnis Pembiayaan UMi. Simplifikasi
tersebut diperlukan agar penyaluran Pembiayaan UMi dapat dilakukan lebih efektif,
efisien, dan menjangkau pelaku usaha ultra mikro.

Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat SMI menyusun Permenkeu nomor
95/PMK.05/2018 untuk menggantikan Permenkeu nomor 22/PMK.05/2018 sebagai
pedoman dalam penyaluran Pembiayaan UMi. Adapun substansi perubahan dalam
peraturan terkait Pembiayaan UMi antara lain sebagai berikut:

1. Penyempurnaan tujuan Pembiayaan UMi dari semula “mudah dan murah” menjadi
“mudah dan cepat”
Salah satu karakteristik debitur Pembiayaan UMi adalah mengutamakan kemudahan
dan kecepatan dalam proses pembiayaan serta tidak terlalu memperhatikan besaran
bunga. Selain itu, alokasi dana Pembiayaan UMi cukup kecil jika dibandingkan
dengan dana yang dikelola oleh LKBB sehingga belum dapat mempengaruhi tingkat
bunga secara signifikan. Oleh karena itu tujuan Pembiayaan UMi disesuaikan dengan
karakteristik pembiayaan yang dibutuhkan usaha mikro.

Salah satu bentuk perwujudan dari tujuan Pembiayaan UMi yang “mudah dan cepat”
adalah dihapuskannya surat izin/keterangan usaha sebagai salah satu syarat yang
harus dipenuhi UMKM untuk memperoleh Pembiayaan UMi3. Sebagian besar Debitur
Pembiayaan UMi merupakan usaha mikro yang berasal di lapis terbawah dan belum
memiliki surat izin/keterangan usaha. Apabila calon debitur diwajibkan untuk
memiliki surat izin/keterangan usaha, maka calon debitur harus mengeluarkan
biaya tambahan, sehingga justru akan menghambat penyaluran Pembiayaan UMi.

2. Penyempurnaan pengaturan terkait sumber dana Pembiayaan UMi
Tidak dapat kita mungkiri bahwa dana APBN terbatas, sedangkan usaha ultra mikro
yang menjadi target Pembiayaan UMi mencapai 44 juta UMKM# dan terus bertambah.
Oleh karena itu, BLU PIP selaku koordinator dana perlu melakukan penghimpunan
dana dari sumber-sumber lainnya untuk memperluas jangkauan penyaluran
Pembiayaan UMi.

Permenkeu nomor 95/PMK.05/2018 membuka ruang pelaksanaan kerja sama
pendanaan dan investasi sebagai sumber dana lainnya yang dapat dikelola oleh PIP,
sehingga PIP dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Pihak
Lainnya untuk mendanai program Pembiayaan UMi.

3 Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.05/2017, salah satu
kriteria sasaran dari Pembiayaan UMi adalah Usaha Mikro yang memiliki izin
usaha/keterangan usaha dari instansi Pemerintah dan/atau surat pernyataan usaha dari
Penyalur.

4 Berdasarkan data BPS, jumlah pelaku usaha diperkirakan sebanyak 61.8 juta, sedangkan
data SIKP menunjukkan bahwa sd. Th 2017 hanya 17 juta pelaku usaha yang telah
terfasilitasi KUR. Dengan demikian masih terdapat 44.4 juta pelaku usaha yang belum
terfasilitasi program pembiayaan dari pemerintah (dikutip dari Nota Keuangan TA 2018)



3. Penyederhanaan aturan terkait Penyalur dan Lembaga Linkage
Pengaturan terkait jenis-jenis lembaga yang dapat menjadi Penyalur dan Lembaga
Linkage yang terlalu rigid justru dipandang dapat menghambat proses penyaluran
Pembiayaan UMi. Oleh karena itu, pengaturan terkait Penyalur dan Lembaga Linkage
dalam Permenkeu nomor 95/PMK.05/2018 lebih difokuskan pada kriteria/syarat
yang harus dipenuhi oleh LKBB untuk menjadi Penyalur atau Lembaga Linkage.

Penegasan pengaturan terkait pendampingan

Pendampingan merupakan salah satu karakteristik dari program Pembiayaan UMi.
Selain memberikan manfaat bagi debitur dalam pengembangan usahanya,
pendampingan juga dapat berfungsi sebagai salah satu langkah mitigasi risiko untuk
mencegah terjadinya non performing loan. Namun, pelaksanaan pendampingan oleh
Penyalur dipandang belum optimal karena belum diatur secara spesifik dalam

Permenkeu nomor

22/PMK.05/2017.

Oleh karena

itu, bentuk-bentuk

pendampingan diatur secara lebih rinci dalam pasal 13 Permenkeu nomor

95/PMK.05/2018.
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Peraturan Menteri Keuangan
Nomar 95/PNK.D5/2018
tanggal 14 Agustus 2018
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S!STEM INFORMASI
PIP menatausahakan UMi melalui sistem yg
terkaneksi langsung dg SIKP

+ Penyalur menatausahakan UM melalui sistem yang
host to host dengan sistem PIP

« Dalam hal idak bisa heat to host dapat secare.
manual antax sistem
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PE LAPORAN
PIP menatavaahakan UMi melalui sistem yig
terkoneksi langsung dg SIKP
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+ Dalam hal idak bisa host 1 host dapat secara
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Program Pembiayaan UMi merupakan salah satu langkah pemerintah untuk
mewujudkan Nawa Cita butir tujuh, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan
menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Penetapan Peraturan Menteri
Keuangan nomor 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro diharapkan dapat
mendorong ekspansi penyaluran Pembiayaan UMi sehingga dapat diakses oleh lebih
banyak pelaku usaha ultra mikro di Indonesia.
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Langkah-Langkah Antisipatif Menghadapi AKkhir Tahun
Anggaran 2018

Eko Erifianto, Heru Priyantono, dan Rochmad Arif Tri Setyawan
Direktorat Pelaksanaan Anggaran

Tahun anggaran 2018 segera memasuki babak akhir, triwulan IV akan menjadi
puncak dari seluruh aktivitas pelaksanaan anggaran. Seluruh Kementerian
Negara/Lembaga (K/L) akan berupaya keras untuk mencapai target indikator kinerja
yang telah ditetapkan, terutama menyangkut penyerapan anggaran. Sampai dengan
akhir triwulan III tahun 2018, penyerapan anggaran belanja telah menunjukkan kinerja
yang memuaskan. Realisasi anggaran belanja berhasil mencapai target strategis yang
telah ditetapkan, yaitu 60,37 persen dari total pagu dana APBN. Capaian tersebut lebih
baik jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017, yang hanya mencapai
56,37 persen.

Di samping penyerapan anggaran, perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran pada
K/L ditunjukkan dengan peningkatan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA). Pada triwulan III tahun 2018, terjadi peningkatan sebesar 5,20 persen
dari semula 85,81 pada triwulan II menjadi 90,27 pada triwulan IIl. Capaian tersebut
juga lebih baik jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 yang hanya mencapai
82, 19. Dengan demikian, pelaksanaan anggaran K/L pada triwulan III tahun 2018 telah
menunjukkan peningkatan kinerja dari triwulan sebelumnya pada tahun 2018, maupun
dengan kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2017.

Sampai dengan triwulan III tahun 2018, hampir keseluruhan indikator
menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hanya dua indikator yang belum berhasil
mencapai target strategis yang telah ditetapkan, yaitu penyelesaian tagihan dan
pengelolaan UP. Di samping itu, dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan
anggaran pada K/L, juga dilakukan langkah-langkah koordinatif pada Kanwil DJPb dan
KPPN untuk melakukan monitoring terhadap jumlah SP2D yang diterbitkan. Hal ini

SPIHL/SPaHL
MPHLAKS
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dilakukan dengan tujuan untuk memitigasi terjadinya penumpukan pangajuan SPM oleh
Satker pada akhir tahun anggaran 2018.

Simplifikasi SPM

Setiap memasuki periode akhir tahun anggaran, penumpukan pengajuan SPM
selalu membayangi setiap KPPN. Sampai dengan triwulan III tahun 2018 jumlah SP2D
yang telah diterbitkan oleh KPPN di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 3,63 juta
SP2D, jauh dari target strategis pelaksanaan anggaran tahun 2018 sebesar 2 juta SP2D.
Kekhawatiran terhadap lonjakan pengajuan SPM juga didukung dengan tingginya
jumlah outstanding UP dan TUP. Data menunjukkan bahwa outstanding UP dan TUP
yang dikelola oleh bendahara pengeluaran pada Satker K/L mencapai 9,97 triliun
rupiah.

Sebagai upaya untuk mengurangi jumlah SPM, simplikasi proses penerbitan SPM
menjadi pilihan bijak yang dapat dilakukan. Disamping itu, simplifikasi juga bertujuan
untuk peningkatan efisiensi dalam proses bisnis pelaksanaan anggaran, yang pada
akhirnya akan mendorong peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran. Upaya tersebut
dilakukan melalui penggabungan kegiatan, output, dan lokasi dalam penerbitan SPM
GUP, SPM PTUP dan SPM LS ke Bendahara Pengeluaran, sebagaimana telah diatur dalam
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (Perdirjen) nomor PER-6/PB/2018 yang
mulai efektif dilaksanakan sejak tanggal 2 Juli 2018. Sejauh ini telah tercatat sebanyak
371.818 SPM yang terdiri lebih dari satu output, atau sekitar 10,24 persen dari
keseluruhan SPM yang telah diterbitkan SP2Dnya. Namun demikian, jika dilihat dari
waktu efektif pelaksanaan Perdirjen tersebut, persentase jumlah SPM yang terdiri lebih
dari satu output sangat tinggi, yaitu mencapai 78,55 persen dari total jumlah ketiga jenis
SPM dimaksud. Dengan demikian, penggabungan kegiatan, output, dan lokasi perlu di
optimalkan dalam upaya mengurangi jumlah SPM yang diajukan Satker.

Keterlambatan pengajuan dan penumpukan SPM

Memasuki triwulan IV tahun 2018, kepatuhan terhadap penyelesaian tagihan juga
harus menjadi perhatian bagi para pengelola kegiatan/keuangan pada Satker K/L. Data
menunjukkan terdapat ketidakpatuhan Satker dalam penyelesaian tagihan dimana dari
target strategis 100 persen, sampai dengan triwulan III tahun 2018 baru tercapai 90,16
persen. Dengan kondisi tersebut, sangat berpotensi terjadi keterlambatan pengajuan
SPM ke KPPN secara tepat waktu, yang akan mendorong pengajuan dispensasi
keterlambatan pengajuan SPM ke KPPN. Berdasarkan data tersebut, maka potensi
jumlah SPM yang terlambat diajukan ke KPPN sangat tinggi yaitu mencapai 9,84 persen,
atau sekitar 357 ribu SPM. Keterlambatan pengajuan SPM tersebut akan menjadi
pendorong utama terjadinya penumpukan SPM pada akhir tahun anggaran.

Selain atas potensi keterlambatan pengajuan SPM ke KPPN, penumpukan jumlah
SPM pada akhir tahun anggaran dapat disebabkan oleh banyaknya outstanding kontrak
yang jatuh tempo pada triwulan IV tahun 2018. Total outstanding kontrak yang jatuh
tempo pada triwulan IV mencapai 45.418 kontrak dengan nilai mencapai Rp.179,92
triliun. Kontrak untuk belanja barang mencapai 31.542 kontrak dengan nilai Rp16.16
triliun. Sementara itu, kontrak belanja modal memiliki jumlah yang lebil kecil, hanya



tercatat sebanyak 13.876 kontrak, namun memiliki nilai yang sangat besar, yaitu
mencapai Rp163.76 triliun. Jika dilakukan analisis lebih mendalam, pada belanja modal,
khususnya belanja modal infrastruktur dari kontrak yang telah didaftarkan, 38,22
persen jatuh tempo pada bulan Desember 2018. Dengan demikian, dapat diprediksi
tetap terjadi lonjakan pengajuan SPM pada bulan Desember 2018 terutama untuk SPM
kontraktual. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk dapat
menyelesaikan akhir tahun anggaran 2018 dengan baik dan tepat waktu, dengan
meminimalisasi risiko yang berpotensi dapat terjadi.

Langkah - Langkah Antisipatif Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2018

Sejak tahun 2017, setiap awal tahun anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan
telah menerbitkan kebijakan pelaksanaan anggaran melalui Surat Direktur Jenderal
Perbendaharaan, yang berfungsi sebagai petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan anggaran
pada K/L. Pada tahun 2018, dengan dikeluarkannya surat Direktur Jenderal
Perbendaharaan nomor S-1007/PB/2018 tanggal 26 Januari 2018 hal Langkah-Langkah
Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2018,
telah dijadikan pedoman bagaimana anggaran dilaksanakan untuk mendukung
peningkatan kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran serta optimalisasi peran belanja
pemerintah dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018.

Peningkatan capaian nilai bobot IKPA pada tahun 2018, merupakah hasil dari
upaya K/L dalam mengimplementasikan juknis tersebut. Namun demikian, seiring
dengan dinamika dan situasi terkini pada triwulan IV tahun 2018, perlu dibuat suatu
langkah-langkah kongkrit untuk mengantisipasi berbagai potensi permasalah pada
masa-masa akhir tahun anggaran. Langkah-langkah disusun secara taktis, untuk
mengurangi jumlah dan menghindari penumpukan SPM pada triwulan IV tahun 2018.
Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh satuan kerja dalam mengahadapi
akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

1. Mengendalikan pengelolaan UP/TUP

a. Optimalisasi penggunaan dana UP untuk keperluan operasional perkantoran dan
kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme
pembayaran langsung (LS).

b. Segera melakukan revolving setelah penggunaan dana UP mencapai 50 persen.

c. Pengajuan TUP dilakukan untuk keperluan/kebutuhan mendesak atau kegiatan
yang sudah direncanakan, dengan pertanggungjawaban atas dana TUP dilakukan
maksimal 1 (satu) bulan sejak SP2D-TUP diterbitkan.

d. Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN secara berkala untuk mengetahui akurasi
dana UP dan sisa dana TUP.

e. Dalam hal terjadi kelebihan UP dan terdapat sisa dana TUP segera disetor ke Kas
Negara.

2. Menggabungkan beberapa Kegiatan, Output dan Lokasi dalam 1 (satu) SPM untuk
jenis SPM GUP, SPM PTUP, dan SPM LS ke Bendahara Pengeluaran

a. Menggunakan Aplikasi SAS versi terbaru.




b. Melakukan administrasi pembayaran dengan mengelompokan tagihan
berdasarkan output pada RKA-KL Satker.

c. Menggabungkan beberapa Kegiatan, Output, dan Lokasi ke dalam 1 (satu) SPM
untuk jenis SPM GUP, SPM PTUP dan SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran.

3. Mempercepat Penyelesaian Tagihan

a. Melakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa atas kegiatan-kegiatan
yang belum dikontrakkan.

b. Segera mendaftarkan data kontrak dimaksud ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kontrak
ditandatangani.

c. Segera menyampaikan pemutakhiran data kontrak apabila terjadi
perubahan/addendum kontrak.

d. Melakukan pembayaran secara tepat waktu sesuai dengan jadwal pembayaran
yang tercantum dalam kontrak.
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Mewujudkan Efisiensi Melalui Sistem dan Kesadaran
Amirsyah
Direktorat Sistem Perbendaharaan

Efisiensi anggaran adalah perintah konstitusi. Pada Pasal 3 UU No.17/2003 tentang
Keuangan Negara, disebutkan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, di bagian
penjelasan atas Bab Umum, Sub Bab Penerapan kaidah pengelolaan keuangan yang
sehat di lingkungan pemerintahan, dinyatakan bahwa “Sejalan dengan perkembangan
kebutuhan pengelolaan keuangan negara, dirasakan pula semakin pentingnya fungsi
perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang
terbatas secara efisien.

Fungsi perbendaharaan tersebut meliputi, terutama, perencanaan kas yang baik,
pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan, pencarian
sumber pembiayaan yang paling murah dan pemanfaatan dana yang menganggur (idle
cash) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan. Dengan demikian,
sejatinya pelaksanaan anggaran yang efisien adalah perintah resmi konstitusi yang
tentu saja harus ditaati dan dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Efisiensi menjadi perhatian penting dalam tata kelola keuangan negara. Perpres
No.81/ 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025, menyatakan bahwa efisiensi adalah




salah satu tujuan Reformasi Birokrasi, yaitu: “meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu)
dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi”. Saat Rapat Kerja Pemerintah tanggal
22 Maret 2016, Presiden RI mengingatkan seluruh pejabat negara baik pusat maupun
daerah agar melaksanakan efisiensi anggaran, khususnya pada pos-pos belanja
operasional (belanja pegawai, perjalanan dinas, honor, kegiatan rapat). Himbauan ini
ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan melalui Gerakan Efisiensi sebagai bagian
dari Inisiatif Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK), yaitu
bertekad melakukan Penguatan Budaya dan Gerakan Efisiensi di internal organisasi.

Gerakan efisiensi anggaran tidak bisa hanya dilakukan dengan mengeluarkan
himbauan saja. Gerakan efisiensi harus ditindaklanjuti dengan serangkaian langkah
nyata. Hal ini harus dilakukan melalui perubahan sistem dan menumbuhkan kesadaran
seluruh anggota organisasi.

Efisiensi melalui Sistem

Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mengimplementasikan eOffice
berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-40/PB/2018 tanggal 28
Mei 2018 Tentang Implementasi Aplikasi Kearsipan Pada Direktorat Jenderal
Perbendaharaan. Tujuan eOffice “Mendorong peningkatan kinerja organisasi dalam
aspek penataan administrasi arsip sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pengelolaan keuangan negara.

eOffice dilaksanakan menggunakan Digital Signature (DS) dan terkoneksi jaringan
intranet/internet. Tidak diperlukan lagi cetakan, tanda tangan manual dan pengiriman
manual. Untuk pengiriman surat-surat ke luar Ditjen Perbendaharaan masih
menggunakan cara manual. Penggunaan eOffice adalah salah satu upaya mewujudkan
efisiensi dengan mengubah sistem. Dengan demikian maka otomatis semua anggota
organisasi tanpa terkecuali, harus melaksanakannya. Tidak perlu lagi banyak dana
pengadaan kertas dan dana pengiriman melalui kurir. Cukup dikirimkan softcopy
melalui internet/intranet sehingga cepat/mudah diakses. Contoh keberhasilan efisiensi
dari eOffice adalah sebagaimana yang dicapai Pemerintah Korea Selatan dimana
diperkirakan menghemat anggaran sebesar 1 miliar dollar (1 triliun rupiah) setiap
tahunnya. Efisiensi mudah terwujud dengan perubahan sistem. Untuk melaksanakan
pekerjaan dengan output yang sama, diperlukan biaya yang jauh lebih sedikit.

Beberapa perubahan sistem yang diterapkan oleh Ditjen Perbendaharaan antara

lain:

1. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Adanya database
tunggal yang dapat diakses secara bersamaan oleh berbagai pihak dan dari
berbagai tempat, mempercepat penyelesaian pekerjaan, menghilangkan
pengulangan dan duplikasi pekerjaan yang berefek pada berkurangnya
pengeluaran negara.

2. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI menggabungkan
beberapa aplikasi satker yang hasilnya akan terhubung dengan jaringan SPAN.
Satker tidak perlu lagi menggunakan beberapa aplikasi yang berbeda sehingga
memudahkan penyelesaian pekerjaan. Selain itu, output dari SAKTI berupa e-



SPM akan terhubung dengan SPAN melalui jaringan internet. Beberapa biaya
terkait pun tidak lagi dibutuhkan.

3. e-rekon-LK. Aplikasi berbasis web ini untuk melakukan rekonsiliasi data
transaksi keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga. Pekerjaan dilakukan dengan mudah dan cepat sehingga
mengurangi biaya dalam kegiatan membuat laporan keuangan.

Jika efisiensi dari penerapan eOffice saja menghemat anggaran begitu besar, maka
dapat dibayangkan betapa besarnya manfaat yang didapatkan bila efisiensi mampu
dilaksanakan secara luas, konsisten karena faktor kesadaran yang tinggi dari seluruh
birokrasi di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Efisiensi melalui Kesadaran

Setiap yang pernah belajar ilmu ekonomi atau keuangan pasti pernah belajar
tentang efisiensi. Akan tetapi belum tentu mereka yang mengetahui tentang materi atau
ilmu efisiensi ini bisa dan mau melaksanakan efisiensi. Sangat dibutuhkan kesadaran
yang tinggi untuk melaksanakan efisiensi belanja pemerintah. “Saya selalu menekankan
kepada Kementerian Keuangan anda bertanggung jawab menjadi role model karena
kalau Bendahara Umum Negara mengelola dan menggunakan anggarannya tidak secara
prudent dengan hati-hati dan dengan tata kelola yang baik, dia memberikan contoh yang
buruk kepada kementerian lembaga yang lain,” Demikian pernyataan Menteri Keuangan
sebagaimana dikutip www.jawapos.com (28/06/2018).

Pernyataan ini sesuai dengan Instruksi Menteri Keuangan Nomor IMK-
346/IMK.01/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Gerakan Efisiensi Sebagai Bagian
Implementasi Penguatan Budaya Kementerian Keuangan. Internalisasi pun telah
dilakukan ke jajaran Kementerian Keuangan. Dalam paparan internalisasi dipaparkan
adanya kegiatan yang tidak efisien. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran
masih belum menjadi kesadaran dan budaya sebagaimana mestinya.

Untuk meningkatkan kesadaran pentingnya efisiensi, maka Kementerian Keuangan
mencanangkan penguatan budaya efiesiensi. Melaksanakan efisiensi bukanlah langkah
yang mudah karena harus mengubah kebiasaan yang dilakukan sejak lama. Penguatan
budaya efisiensi menghadapi tantangan terkait integritas birokrasi karena diduga telah
terjadi penggunaan anggaran operasional yang kurang patut, untuk memberikan
manfaat finansial bagi pegawai (walaupun secara legal formal dimungkinkan). Selain itu
masih  banyak anggaran yang sebenarnya masih dapat diefisienkan.
Kementerian Keuangan membuat beberapa terobosan yang merupakan kombinasi dari
menerapkan efisiensi melalui sistem dan kesadaran birokrasi sebagaimana ilustrasi
berikut.
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Terobosan Efisiensi Birokrasi
Kementerian Keuangan

o

Penvempurnaan Digitalisasi
Bisnis Proses * Lavanan *

Spending Review,
Perencanaan, dan
Pelaksanaan Anggaran

Perubahan mind set
dan Perilaku pegawai

Sumber: Slide Penguatan Budaya dan Gerakan Efisiensi. Dipresentasikan pada Sosialisasi
Inisiatif Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan, Kementerian Keuangan.

Penyempurnaan Bisnis Proses dan Digitalisasi Layanan adalah bagian dari
mewujudkan sistem yang efisien. Spending Review adalah upaya ilmiah untuk
menyajikan literasi terkait (potensi) inefisiensi dalam anggaran belanja sehingga
diharapkan muncul kesadaran untuk melaksanakan efisiensi. Kesadaran memerlukan
adanya perubahan mindset dan perubahan perilaku pegawai yang melaksanakan
kegiatan dengan efisien. Spending Review menghasilkan serangkaian informasi yang
diharapkan menggugah kesadaran birokrasi tentang pentingnya efisiensi belanja
pemerintah sebagaimana diilustrasikan dalam gambar berikut.



Sudah Efektifkah Belanja Birokrasi kita?

BERAPA BANYAK YANG BISA KITA EFISIENKAN ?7?

Honorarium Paket Rapat Biava Perjadin.

Tim Kemenkeu: Rp 116M Kemenkeu: Rp 205 M Kemenkeu: Rp. 1,238T

Kartu Indonesia Pintar,
(Rp. 450.000 /anak)

Sumber: Slide Penguatan Budaya dan Gerakan Efisiensi. Dipresentasikan pada Sosialisasi
Inisiatif Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan, Kementerian Keuangan.

Perbandingan dana Honorarium Rp116M yang setara dengan dana Kartu Indonesia
Pintar (KIP) untuk 259.078 Siswa SD. Adanya kesadaran efisiensi, maka bersedia
menghemat atau bahkan tidak perlu memakai dana honorarium. Sangat mungkin tidak
diperlukan alokasi dana honor pada DIPA mengingat telah adanya remunerasi yang
membuat penghasilan pegawai meningkat signifikan.
Diperbandingkan dana Paket Rapat Rp205M dengan dana Rehabilitasi 2.050 ruang
kelas. Dengan kesadaran efisiensi, maka perbaikan sekolah menjadi kegiatan yang
sangat penting dan mendesak, sehingga tidak akan keberatan dengan pengurangan
kegiatan rapat (termasuk konsumsi rapat). Kegiatan rapat saat ini dapat dilakukan
menggunakan teknologi informasi komunikasi seperti forum, video call, video conference
dan sebagainya. Demikian seterusnya untuk kegiatan Perjalanan Dinas dan kegiatan-
kegiatan lainnya yang masih sangat bisa dibuat lebih efisien.




Instruksi Menteri Keuangan (imk 346/1Mk.01/2017)

EFISIENSI ANGGARAN BIROKRASI

Efisiensi
Perjadin

Pembatasan frekuensi
dan jumish peserta
perjalanan dinas

= Perjalanan Dinas hanya
dilakukan untuk
kegiatan yang tidak
terhindarkan;

- Untuk kegiatan-
kegiatan monitoring
dan evaluasi sedapat
mungkin
menggunakan sarana
teknologi informasi
untuk berkomunikasi
antar wilayah

Pembatasan Pengurangan Pembatasan

RDK

Pembatasan
frekuensi dan
jumlah peserta
Rapat Dalam
Kantor di Luar
Jam Kerja (RDK)
dan menginisiasi
kemungkinan
penghapusan RDK

Snack Rapat

Pembatasan
pemberian kudapan
(makanan
kecil/snacks) dengan
altarnatif
kudapan/buah lokal
yang tidak disajikan
per individu (self
service)

Makan
Siang

Pembatasan
pemberian makan
siang dalam acara
rapat yang hanya
melibatkan
Pegawai Negeri
Sipil/Aparatur
Sipil Negara

Narasumber
yang Rasional

Pembatasan pemberian
honorarium tim kerja dan
narasumber bagi Pegawai
Negeri Sipil/Aparatur sipil
Negara di lingkungan
Kementerian Keuangan
khususnya tim kerja dan
narasumber yang
berkaitan dengan
pelaksanaan tugas dan
fungsi yang bersangkutan

Go Green

Penggunaan Air,
Listrik, Alat Tulis
Kentor (ATK|, dan
Internet yang
efisien

Efisiensi
Pengadaan
Barang/lasa
Baik dalam hal teknis
pelaksanaan tahapan
plosesg \gdv
realisasi penggunaan

anggaran,

Sumber: Slide Penguatan Budaya dan Gerakan Efisiensi. Dipresentasikan pada Sosialisasi
Inisiatif Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan, Kementerian Keuangan.

Tantangan (Challenge) Untuk Mewujudkan Efisiensi

Adanya kesadaran akan pentingnya efisiensi dibuktikan dengan tindakan yang

nyata. Untuk itu dalam Instruksi Menteri Keuangan, telah dipetakan cukup detil kegiatan
apa saja yang perlu dilakukan efisiensi. Selanjutnya tinggal bagaimana jajaran
Kementerian Keuangan berusaha mengimplementasikannya dengan konsisten sehingga
terbiasa dan menjadi budaya yang berurat dan berakar.

Pemetaan efisiensi ini merupakan tantangan bagi unit organisasi Kemenkeu untuk
bisa melaksanakan efisiensi dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Beberapa hal
yang bisa dilakukan berdasarkan Instruksi Kementerian Keuangan, adalah sebagai
berikut:

Efisiensi Perjalanan Dinas Mengantar Laporan dan Konsultasi.

Kantor daerah tidak perlu lagi datang langsung untuk mengirimkan Laporan
berupa Hardcopy atau konsultasi ke Kanwil/Kantor Pusat. Laporan dikirim melalui
ekspedisi tercepat atau dikirimkan berupa softcopy dengan tanda tangan digital melalui
upload di aplikasi eOffice atau email. Konsultasi pun bisa dilakukan jarak jauh dengan
sarana teknologi informasi dan komunikasi (telpon, sms, email, forum, video call, dan
lain sebagainya). Dengan demikian output kegiatan tetap tercapai namun dengan biaya
yang rendah.

Efisiensi Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi (Monev).

Untuk monitoring dan evaluasi (monev) sedapat mungkin menggunakan sarana
teknologi informasi untuk berkomunikasi antar wilayah. Banyak tools yang dapat
digunakan untuk melaksanakan monev tanpa harus melaksanakan perjalanan dinas.
Tools tersebut antara lain melalui pengisian survey, check list atau formulir via web
ataupun dikirimkan melalui email. Juga dapat menggunakan rekaman audio visual



kegiatan-kegiatan yang dimonev. Dengan demikian output pelaksanaan monev tetap
tercapai namun dengan biaya lebih rendah dari sebelumnya.

Pembatasan Rapat Dalam Kantor di Luar Jam Kerja (RDK)

Dengan membatasi frekuensi dan peserta RDK, juga kemungkinan penghapusan
RDK. RDK adalah kegiatan rapat yang dilaksanakan selepas jam kerja (pukul 17.00 s.d.
20.00). Waktu pelaksanaan terdapat jeda yang mengurangi waktu efektif rapat (makan
malam, sholat magrib/isya). RDK juga memakan dana besar untuk konsumsi dan uang
saku rapat peserta. Agar efisien, maka rapat diupayakan pada jam kerja. Komunikasi
dengan pihak eksternal bisa dilakukan melalui surat ataupun sarana
informasi/komunikasi. Bila rapat harus dilaksanakan di luar jam kerja, maka peserta
dari internal dapat menggunakan mekanisme uang lembur dan pihak eksternal
menggunakan biaya RDK.

Demikian seterusnya untuk kegiatan yang bisa diefisiensikan. Intinya adalah
bagaimana tetap mencapai output yang ditetapkan dengan biaya yang jauh lebih rendah
dari yang biasa dilaksanakan atau jauh lebih rendah dari yang sudah dianggarkan. Agar
makin semangat melakukan efisiensi, maka sebaiknya dijadikan sebagai indikator
prestasi kinerja dan diberikan penghargaan.
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Kapan Hasil Revaluasi Aset Disajikan

di Laporan Keuangan?
Joni Afandi
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Akuntansi Aset Tetap
(PSAP 07), pada paragraf 59 dinyatakan bahwa “Penilaian kembali atau revaluasi aset
tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan
menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah
yang berlaku nasional.” Selanjutnya pada paragraf 60 dinyatakan bahwa “Dalam hal ini
laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya
perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut
terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai
tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas”.

Dalam rangka menerapkan penyajian yang lebih andal pada laporan keuangan,
Pemerintah Pusat pada tahun 2017 dan tahun 2018 melakukan penilaian kembali
(revaluasi) aset tetap khusus untuk aset tetap tanah, gedung dan bangunan serta jalan
dan irigasi.

Terhadap penilaian kembali aset tetap yang direncanakan selama dua tahun
tersebut, ketentuan yang tertuang dalam paragraf 59 dan 60 PSAP 07 tidak mengatur
tentang kapan hasil penilaian kembali aset tersebut disajikan, apakah aset tetap yang



telah dinilai kembali disajikan sebesar nilai wajar dan aset tetap yang belum selesai
dilakukan penilaian disajikan sebesar nilai perolehan, sehingga terdapat dua macam
basis harga dalam satu laporan keuangan. Atau nilai wajar aset tetap yang telah selesai
dilakukan penilaian disajikan menunggu sampai semua aset tetap dalam kelompok yang
sama telah selesai dilakukan penilaian.

Tulisan berikut merupakan pendapat pribadi yang akan membahas mengenai
bagaimana sebaiknya penyajian hasil penilaian kembali (revaluasi) aset tetap yang
pelaksanaan revaluasinya memerlukan waktu lebih dari satu periode akuntansi dari
sudut pandang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), International Public Sector
Accounting Standards (IPSAS), serta International Accounting Standards (1AS).

1. Dasar Penilaian Aset

Dasar penilaian aset menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) hanya
menggunakan nilai perolehan (historical cost). Seperti dinyatakan dalam paragraf 71
PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan “Aset tetap dicatat sebesar biaya
perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak
memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan”.
Berbeda dengan SAP, International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan
International Accounting Standards (1AS) mengenal penilaian aset tidak hanya terbatas
pada historical cost saja. IPSAS dan IAS mengenal penilaian aset melalui beberapa
metode penilaian yaitu: Historical Cost; Current Value Measurement; Market Value;
Replacement Cost; Net Selling Price; Value in Use, Realizable (settlement) value dan
Present Value.

Dengan hanya mengenal satu jenis penilaian aset di SAP, maka tidak ada pilihan
untuk menggunakan dasar penilaian yang lain, namun demikian dalam paragraf 52 PSAP
Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap, disebutkan bahwa “Aset tetap disajikan
berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan
disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas”.
Selanjutnya paragraf 59 menyatakan bahwa “Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap
pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan
menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan
pemerintah yang berlaku secara nasional”.

Berdasarkan paragraf 52 dan 59 PSAP 07 tersebut, diketahui bahwa penilaian
kembali aset tetap merupakan “penyesuaian” atas harga perolehan dan merupakan
“penyimpangan” dari ketentuan penggunaan nilai historis dalam pencatatan aset
pemerintah.

Konsep “penyesuaian” dan “penyimpangan” tersebut berbeda dengan yang ada di
IPSAS dan IAS, dimana dalam IPSAS dan IAS, pengguna standar dapat memilih dasar
penilaian aset dari beberapa pilihan yang terdapat dalam standar tersebut, misalnya
menggunakan historical cost, market value, replacement cost, net selling price maupun
value in use. Konsep penilaian kembali yang terdapat dalam IPSAS atau IAS tersebut
bukan merupakan “penyesuaian” atas harga perolehan.




Apabila kita menggunakan Kkonsep “penyesuaian”, maka penyajian atas
penyesuaian tersebut dilakukan pada laporan keuangan periode yang bersangkutan.
Namun apabila kita menggunakan konsep “koreksi”, maka koreksi yang dibuat tersebut
dilakukan atas laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit.

2. Saat Penyajian Nilai Aset Hasil Revaluasi

Paragraf 52, 59, 60 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap tidak mengatur kapan
penyajian nilai aset tetap hasil revaluasi dilakukan. Paragraf tersebut mengatur konsep
penilaian kembali, ketentuan penilaian kembali yang berlaku secara nasional serta
penyajian selisih nilai revaluasi dengan nilai tercatatnya. Dalam paragraf 82 poin (b)
PSAP 07 terdapat perintah yang mengatur tentang pengungkapan tanggal efektif
penilaian kembali.

Paragraf 44 IPSAS 17 maupun paragraf 31 IAS 16 tentang Property, Plant and
Equipment menyatakan bahwa “After recognition as an asset an item of property, plant
and equipment whose fair value can be measured reliably shall be carried at a revalued
amount, being its fair value at the date of the revaluation, less any subsequent accumulated
depreciation and subsequent accumulated impariment losses. Revaluations shall be made
with sufficent regularity to ensure that the carrying amount does not differ materiality
from that which would be determined using fair value at the end of the reporting period”.

Menurut IPSAS dan IAS, aset yang direvaluasi disajikan sebesar nilai wajar pada
tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan suatu pengaturan yang cukup untuk
meyakinkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang material antara nilai buku aset
sebelum direvaluasi dengan nilai wajar aset hasil revaluasi pada tanggal pelaporan
keuangan.

3. Apakah Penyajian Nilai Aset Hasil Revaluasi Menunggu Selesainya Proses
Revaluasi?

PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap tidak mengatur ketentuan yang mengatur
bahwa revaluasi harus dilakukan terhadap seluruh aset dalam kelompok aset yang
sama. Sementara itu, paragraf 51 IPSAS 17 dan paragraf 36 IAS 16 menyatakan bahwa
revaluasi harus dilakukan terhadap seluruh aset dalam kelompok aset yang sama (“If an
item of property, plant and equipment is revalued, the entire class of property, plant and
equipment to which that asset belongs shall be revalued”.)

Selanjutnya untuk menghindari revaluasi aset hanya dilakukan atas aset tertentu
dan penyajian aset yang menggabungkan dasar penilaian yang berbeda (harga
perolehan dan harga wajar), maka revaluasi tersebut hendaknya dilakukan secara
serentak. Namun untuk menyajikan nilai aset yang terkini, suatu kelompok aset dapat
dinilai secara bergantian dalam jangka pendek.

(“The items within a class of property, plant and equipment are revalued
simultaneously in order to avoid selective revaluation of assets and the reporting of
amounts in the financial statements that are a mixture of costs and values as at different
dates. However, a class of assets may be revalued on a rolling basis provided revaluation of
the class of assets is completed within a short period and provided the revaluations are
kept up to date”, paragraf 53 IPSAS 17 dan paragraf 38 IAS).



Di bawabh ini ilustrasi yang terdapat dalam IPSAS.

Pelaksanaan revaluasi yang dilakukan secara bergantian tersebut dilakukan untuk

memperkecil perbedaan nilai antara aset yang belum direvaluasi dengan nilai aset yang
telah direvaluasi pada suatu kelompok aset tersebut.

Dari beberapa penjelasan di atas, kami berpendapat bahwa penyajian nilai aset hasil
revaluasi dilakukan pada tanggal revaluasi serta tidak perlu menunggu selesainya
proses revaluasi atas seluruh aset yang sama dalam kelompok aset tersebut.

IlNlustrative Example

Disclosures

IE1L.

Notes

The Department of the Interior is a public sector entity that controls a wide
range of property. plant. and equipment, and is responsible for replacement
and maintenance of the property. The following are extracts from the notes to
its Statement of Financial Position for the yvear ended 31 December 20X1 and
illustrate the principal disclosures required in accordance with this Standard.

Land

(a) Land consists of twenty thousand hectares at various locations. Land
is valued at fair value as at 31 December 20X 1, as determined by the
Office of the National Valuer, an independent valuer.

(b)  Restrictions on Titles:

Five hundred hectares of land (carried at 62,500 currency units) is designated
as national interest land and may not be sold without the approval of the
legislamre. Two bundred hectares (carried at 25,000 currency units) of the
national interest land and a further two thousand hectares (carried at 250,000
currency units) of other land are subject to title claims by former owners in
an international court of human rights and the Court has ordered that the land
may not be disposed of until the claim is decided; the Department recognizes
the jurisdiction of the Court to hear these cases.

Buildings
(a)  Buildings consist of office buildings and industrial facilities at various
locations.

(b)  Buildings are initially recognized at cost, but are subject to revaluation
to fair value on an ongoing basis. The Office of the National Valuer
determines fair value on a rolling basis within a short period of time.
Revaluations are kept up to date.
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Ketepatan Waktu Penyampaian Data Kontrak

Studi Kasus: Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat

Andri Ristanto
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat

Penyampaian data kontrak yang terlambat merupakan temuan yang berulang dan
sering ditemukan pada pelaksanaan pembinaan dan supervisi yang dilakukan Kanwil
DJPb ke KPPN. Selain itu keterlambatan penyampaian data kontrak merupakan salah
satu indikator pelaksanaan anggaran yang kinerjanya belum maksimal. Memperhatikan
masih banyaknya jumlah penyampaian data kontrak yang terlambat tersebut, maka
Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan langkah-langkah strategis
pelaksanaan anggaran yaitu melalui surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-
2570/PB/2017 tentang Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran
Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2017 yang kemudian dilengkapi dengan surat
Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-1717/PB/2017 tentang Langkah-Langkah
Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2018.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa untuk data kontrak yang terlambat
disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), maka Surat
Perintah Membayar (SPM) yang diajukan belum dapat diproses lebih lanjut. Agar SPM
dapat diproses oleh KPPN maka Satker harus terlebih dahulu mengajukan permohonan
dispensasi keterlambatan pendaftaran data kontrak ke KPPN. Setelah mendapat
dispensasi dari KPPN, SPM paling cepat dapat diajukan 5 (lima) hari kerja setelah data
kontrak didaftarkan (di-upload).

Untuk melihat pengaruh langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tersebut

di atas terhadap ketepatan waktu penyampaian data kontrak, maka perlu kiranya
dilakukan analisa berdasarkan perbandingan data dengan memperhatikan mulai



berlakunya surat Direktur Jenderal Perbendaharaan S-2570/PB/2017 yaitu tanggal 9
Maret 2017. Dengan demikian dilakukan perbandingan data sebelum dan sesudah surat
tersebut diterbitkan yaitu antara semester Il tahun 2016 dan semester I tahun 2017
dibandingkan terhadap semester II tahun 2017 dan semester I tahun 2018. Data yang
diamati adalah penyampaian data kontrak oleh Satker ke KPPN di lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan propinsi Jawa Barat.

Tabel 1. Perbandingan Data Sebelum dan Setelah Berlakunya
Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-2570/PB/2017 dan S-1717/PB/2018

SmtlI Smtl SmtII Smt]
No KPPN 2016 2017 2017 2018
1 Purwakarta 35.64 15.82 24.16 18.09
2 Bandung I 64.13 48.78 30.25 23.16
3 Bogor 78.67 61.77 29.97 17.53
4 Cirebon 58.89 46.98 34.50 21.92
5 Tasikmalaya 74.19 47.65 28.02 31.93
6 Karawang 78.38 51.97 34.13 41.45
7 Sumedang 87.3 45.71 10.37 19.92
8 Bandung I 86.51 56.16 30.55 28.92
9 Garut 27.86 25.61 27.27 22.22
10 | Sukabumi 72.38 12.11 1.90 0.52
11 | Kuningan 58.73 52.49 22.03 27.63
12 | Bekasi 56.13 24.42 3.90 7.49
Rata-Rata 64.9% 40.79% | 23.09% 21.73%
Rata-Rata 52,84% 22,4%

Sumber data: OMSPAN TA 2016-2018




Tabel 2. Perbandingan Data Sebelum dan Setelah Berlakunya
Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-2570/PB/2017 dan S-1717/PB/2018

Rata-Rata Rata-Rata Rata-Rata Penurunan
Sebelum Setelah Selisih Keterlambatan
Berlakunya | Berlakunya | gebelum Penyampaian
No KPPN Surat Dirjen | Surat Dirjen dan ADK Kontrak
o0 Oo) | el TAzots
(%)
1 Purwakarta 25,73 21,12 4,61 17,55
2 Bandung I 56,46 26,70 29,76 40,97
3 Bogor 70,22 23,75 46,47 61,14
4 Cirebon 52,94 28,21 24,73 36,97
5 Tasikmalaya 60,92 29,97 30,95 42,26
6 Karawang 65,18 37,79 27,39 36,93
7 Sumedang 66,51 15,14 51,37 67,38
8 Bandung II 71,34 29,73 41,61 57,59
9 Garut 27,74 24,74 3 5,64

10 Sukabumi 42,25 1,21 41,04 71,86
11 Kuningan 55,62 24,83 30,79 31,10
12 Bekasi 40,28 5,69 34,59 48,64
Rata-Rata 52,84 22,4 304 42,33

Sumber data: OMSPAN TA 2016-2018

Grafik 1. Perbandingan Data Sebelum dan Setelah Berlakunya
Surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-2570/PB/2017 dan S-1717/PB/2018
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Berdasarkan hasil analisis perbandingan data sebelum dan setelah berlakunya
surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-2570/PB/2017 dan S-1717/PB/2018, diperoleh
hasil sebagai berikut :

1.

Pada semester Il tahun 2016, sebelum berlakunya surat Dirjen Perbendaharaan
nomor S-2570/PB/2017, rata-rata keterlambatan penyampaian data kontrak
masih sangat tinggi yaitu sebesar 64,9%. Sedangkan di semester I tahun 2017,
rata-rata keterlambatan penyampaian data kontrak menurun menjadi sebesar
40,79%, sehingga ada penurunan rata-rata sebesar 24,11% jika dibandingkan
dengan semester II tahun 2016. Hal ini disebabkan pada triwulan II tahun
anggaran 2017, surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-2570/PB/2017 yang
diterbitkan tanggal 9 Maret 2017 sudah mulai diterapkan dan mulai
berpengaruh di triwulan II tahun 2017.

Pada semester II tahun 2017 setelah berlakunya surat Dirjen Perbendaharaan
nomor S-2570/PB/2017, rata-rata keterlambatan penyampaian data kontrak
adalah sebesar 23,09%, sedangkan di semester I tahun 2018, rata-rata
keterlambatan penyampaian data kontrak adalah sebesar 21,73%, sehingga ada
penurunan rata-rata sebesar 1,36%. Hal ini berarti bahwa penurunan
persentase sudah tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan ada faktor lain yang
menjadi penyebab keterlambatan penyampaian data kontrak, belum mampu
untuk dapat diselesaikan oleh surat Dirjen Perbendaharaan tersebut.

Sebelum berlakunya surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-2570/PB/2017 dan
S-1717/PB/2018, dari jumlah kontrak sebanyak 14.585, rata-rata
keterlambatan penyampaian data kontrak adalah sebesar 52,84%. Setelah
berlakunya surat Dirjen Perbendaharaan tersebut, dari jumlah kontrak
sebanyak 15.973, rata-rata keterlambatan penyampaian data kontrak adalah
sebesar 22,4%, sehingga ada penurunan sebesar 30,4% jika dibandingkan
dengan sebelum berlakunya surat Dirjen Perbendaharaan tersebut. Dari sisi
jumlah total data kontrak, sesudah berlakunya surat Dirjen Perbendaharaan
tersebut (15.973 kontrak), jumlahnya lebih banyak dibandingkan jumlah total
sebelum berlakunya surat Dirjen Perbendaharaan tersebut (14.585 kontrak)
atau ada penambahan 1.388 kontrak, namun jumlah data kontrak yang
terlambat disampaikan (sesudah berlakunya surat Dirjen Perbendaharaan
tersebut) lebih sedikit. Hal ini mengindikasikan bahwa ketentuan yang diatur
dalam surat Dirjen Perbendaharaan nomor S-2570/PB/2017 dan S-
1717/PB/2018 cukup efektif untuk menurunkan jumlah keterlambatan
penyampaian data kontrak ke KPPN.

Namun bila memperhatikan data pada semester Il tahun 2017 dan semester I
tahun 2018, terlihat bahwa keterlambatan penyampaian data kontrak selama 2
(dua) semester masih di kisaran 23,09% dan 21,73%. Oleh karena itu, perlu
dibuat kebijakan baru yang mampu untuk mengatasi faktor lain yang menjadi
penyebab keterlambatan penyampaian data kontrak, yaitu faktor-faktor
penyebab yang belum mampu diselesaikan oleh surat Direktur Jenderal

Perbendaharaan tersebut.



Rekomendasi :

1.

Untuk meminimalkan keterlambatan penyampaian data kontrak, Satker yang
terlambat menyampaikan data kontrak ke KPPN agar dikenakan sanksi berupa
penundaan penerbitan SP2D atas SPM UP/TUP dan SPM-LS ke Bendahara.

Perlu kiranya dibuat inovasi untuk KPPN berupa aplikasi sederhana untuk
melakukan monitoring dan sebagai early warning system penyampaian data
kontrak. Satker melakukan input rencana jadwal pengadaan dan
penandatanganan kontrak dan KPPN melakukan monitoring secara mingguan
dengan menggunakan inovasi aplikasi tersebut.

Satker perlu didorong dalam hal penyampaian data kontrak ke KPPN melalui
email terutama untuk Satker yang terkendala jarak dan biaya perjalanan ke
KPPN.
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